BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900 / 053 / 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan guna peningkatan
kesejahteraan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa,
perlu memperoleh penghasilan tetap;

b. bahwa dalam rangka memberikan keadilan serta
peningkatan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa, perlu disesuaikan besaran penghasilan
tetap yang sudah ada;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus,
penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kudus merupakan
kewenangan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan

Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

by



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

11.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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12,

13.

14.

15:

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan
menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan,
Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan,
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
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18.

19.

20.

21,

22

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
184);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
S Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
203);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2017 Nomor 9j);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

‘\44/



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kudus, sebagai berikut :
a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapatkan
tunjangan tambahan penghasilan bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok :

1) Kepala Desa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2) Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil sebesar
Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah) setiap bulan; dan

3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar
Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) setiap bulan.

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapatkan
tunjangan tambahan penghasilan bersumber dari hasil
pengelolaan tanah bengkok :

1) Kepala Desa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
setiap bulan;

2) Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil sebesar
Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan; dan

3) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar
Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap
bulan.

KEDUA : Dalam hal keuangan desa tidak mencukupi sesuai dengan
Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, Penghasilan Tetap diberikan sesuai kemampuan
keuangan desa.

KETIGA : Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat
menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



KELIMA

KEENAM

Tembusan :
2.
2

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka
Keputusan Bupati Kudus tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor
900/040/2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 April 2018

Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus;
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

Digitally signed
by Bagian Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.11.04
09:16:25 +07'00'

il |



		2019-11-04T09:16:25+0700
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus




